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Abstrak  
Permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif 
di negara yang pluralistik, di tengah perbedaan nilai, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, 
penelitian menghadapi tantangan terkait peran dakwah yang harus mampu menyampaikan ajaran hukum 
Islam secara inklusif dan adaptif agar tetap relevan dalam masyarakat yang beragam. Penelitian ini 
merupakan studi pustaka (library research) yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan 
dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang didalamnya mengkaji Studi Islam ditinjau dari 
pendekatan Hukum. Kajian tentang Studi Islam dalam pendekatan hukum di negara pluralistik 
menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam membutuhkan pemahaman multidisipliner agar dapat 
selaras dengan keragaman sosial, budaya, dan sistem hukum nasional. Berbagai tantangan muncul, mulai 
dari perbedaan nilai hingga dinamika masyarakat, sehingga peran dakwah yang inklusif, dialogis, dan 
adaptif menjadi kunci untuk memastikan hukum Islam dapat diterapkan secara bijak, harmonis, dan relevan 
dalam konteks kemajemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner sangat 
diperlukan untuk memahami penerapan hukum Islam dalam masyarakat pluralistik, sehingga pembuat 
kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dapat merumuskan regulasi serta model implementasi yang lebih 
inklusif dan adaptif. Selain itu, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan peran dakwah yang 
komunikatif dan moderat agar mampu membangun kesadaran hukum, memperkuat toleransi, serta 
menciptakan harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang beragam. 
 
Kata Kunci: Pendekatan hukum; peran dakwah; analisis multidisipliner; Negara pluralistik. 
 

Abstract 
The problem addressed in this study is how Islamic law can be effectively implemented in a pluralistic 
country, amid differences in values, cultures, and legal systems. In addition, the study faces challenges 
related to the role of da'wah, which must be able to convey Islamic law teachings in an inclusive and 
adaptive manner so that it remains relevant in a diverse society. This research is a library research, which is 
research sourced from library materials by collecting various books, articles, and journals that examine 
Islamic Studies from a legal approach. The study of Islamic Studies in a legal approach in pluralistic 
countries shows that the implementation of Islamic law requires a multidisciplinary understanding in order 
to be in harmony with social, cultural, and national legal system diversity. Various challenges arise, ranging 
from differences in values to social dynamics, so that the role of inclusive, dialogical, and adaptive da'wah is 
key to ensuring that Islamic law can be applied wisely, harmoniously, and relevantly in the context of 
diversity. This research shows that a multidisciplinary approach is essential to understand the application of 
Islamic law in pluralistic societies, so that policymakers, academics, and legal practitioners can formulate 
regulations and implementation models that are more inclusive and adaptive. In addition, the results of the 
study emphasize the importance of strengthening the role of communication in da'wah. 
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Pendahuluan   

Studi Islam merupakan bidang multidisipliner yang memungkinkan berbagai pendekatan 
dalam memahami ajaran Islam, baik dari aspek teologis, historis, sosiologis, hingga yuridis 
(Tarigan et al., 2025).  Salah satu pendekatan yang relevan dan penting dalam konteks masyarakat 
modern adalah pendekatan hukum (Gunawan et al., 2024). Azra, menjelaskan bahwa pendekatan 
multidisipliner, termasuk pendekatan hukum, sangat diperlukan dalam studi Islam agar kajian 
terhadap Islam tidak bersifat normatif semata, tetapi juga bersifat analitis dan kontekstual (Ayu & 
Nurrohman, 2024).  

Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip 
hukum positif modern, seperti keadilan, kesetaraan dihadapan hukum, dan perlindungan hak 
asasi manusia (Widiawan et al., 2025). Shihab, menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip hukum universal, selama ditafsirkan secara kontekstual dan berorientasi 
pada kemaslahatan (U. A. Malang et al., 2025). Oleh karena itu, studi Islam melalui pendekatan 
hukum umum menjadi penting dalam menjembatani teks keagamaan dan praktik hukum 
kontemporer untuk melihat hubungan antara norma-norma keagamaan dan perkembangan 
hukum modern secara lebih terbuka dan ilmiah (Peluang, 2024).  

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah; (1) Bagaimana pengertian Studi Islam dalam 
pendekatan hukum?, (2) Bagaimana paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum?,                      
(3) Bagaimana teori hukum dalam pendekatan Studi Islam?, (4) Bagaimana data Studi Islam dalam 
pendekatan hukum?, (5) Bagaimana analisis Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (6) Bagaimana 
implementasi pendekatan Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (7) Bagaimana tantangan Studi 
Islam dalam pendekatan hukum di Negara Pluralistik serta bagaimana peran dakwah dalam 
mengatasinya? 

Pembahasan ini perlu dikaji mengingat begitu pentingnya mengetahui dan memahami 
serta mematuhi hukum yang berlaku, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 59, 
yaitu: 

تمُأ  زَعأ ۖۡ فَإنِ تنَََٰ رِ مِنكُمأ مَأ سُولَ وَأوُْلِي ٱلۡأ َ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّ اْ أطَِيعوُاْ ٱللََّّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَٰٓ إِلىَ يََٰ ءٖ فرَُدُّوهُ   فيِ شَيأ

وِيلًا    سَنُ تأَأ رٞ وَأحَأ لِكَ خَيأ َٰٓخِرِِۚ ذََٰ مِ ٱلۡأ يَوأ ِ وَٱلأ مِنوُنَ بِٱللََّّ سُولِ إِن كُنتمُأ تؤُأ ِ وَٱلرَّ  ٥٩ٱللََّّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Penelitian mengenai pendekatan hukum telah banyak dibahas, seperti studi Ellemmia 
Lorenza Pradana yang mengkaji pendekatan hukum progresif dalam studi Islam sebagai respons 
terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memprihatinkan, akibat komersialisasi dan 
rekayasa hukum oleh kelompok yang dikenal sebagai mafia peradilan. Hukum progresif ingin 
mengembalikan fungsi hukum agar sesuai dengan tujuannya, yaitu menegakkan keadilan dan 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (Kuncoro et al., 2023). Namun tulisan ini memiliki fokus 
masalah yang berbeda. Pembahasan dalam tulisan ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis 
Studi Islam melalui kaca mata Hukum dengan aspek-aspek fundamentalnya yaitu; paradigma 
Studi Islam dalam pendekatan hukum, teori hukum dalam pendekatan Studi Islam, data Studi 
Islam dalam pendekatan hukum dan analisis Studi Islam dalam pendekatan hukum, implementasi 
pendekatan Studi Islam dalam pendekatan hukum, serta tantangan Studi Islam dalam pendekatan 
hukum di Negara Pluralistik dan peran dakwah dalam mengatasinya. 

 

Metode Penelitian  
Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) yaitu penelitian yang bersumber 

dari bahan-bahan kepustakaan (Subagiya, 2023). Oleh karena itu, yang dilakukan adalah 
eksplorasi terhadap sejumlah data baik itu data primer maupun data sekunder dengan langkah 
konkret yakni membaca serta menelaah secara mendalam data primer seperti buku dan hasil 
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penelitian yang terkait studi Islam dengan pendekatan hukum (Wiraguna, 2024).  Sementara itu, 
untuk data sekunder, penulis membaca dan menelaah buku dan jurnal yang relevan dengan 
penelitian ini. Selanjutnya melakukan analisis data untuk mengolah data yang diperoleh selama 
penelitian dilakukan hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). 
Setelah data Studi Islam terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif- analitik 
(analisis deskriptif) (Wulandari et al., 2023).  

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang 
didalamnya mengkaji Studi Islam ditinjau dari pendekatan Hukum (Pendekatan & Islam, 2023). 
Setelah data itu terkumpul kemudian dilakukan sebuah pemilahan antara buku, jurnal dan artikel 
yang membahas tentang hukum (Pangaribuan et al., 2023). Selanjutnya dianalisis secara deduktif 
dan induktif. Selanjutnya dilakukan analisis data, yang merupakan cara untuk mengolah data 
yang diperoleh selama penelitian dilakukan hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Hidayat et 
al., 2025). 
 

Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini menguraikan temuan dan pembahasan penelitian. Hal ini mencakup tiga 

temuan utama, yaitu Definisi Studi Islam dalam Pendekatan Hukum, Paradigma Studi Islam 
dalam pendekatan hukum, Teori Studi Islam Dengan Pendekatan Hukum, Data Studi Islam 
dengan Pendekatan Hukum, Analisis Data Studi Islam dengan Pendekatan Studi Islam, 
Implementasi Pendekatan Hukum dalam Studi Islam, dan Tantangan Studi Islam dalam 
Pendekatan Hukum di Negara Yang Pluralistik serta Peran Dakwah dalam Mengatasinya. 

Definisi Studi Islam dalam Pendekatan Hukum 
Studi Islam (Islamic Studies) adalah kajian yang mempelajari perkembangan agama Islam 

dalam berbagai aspek, termasuk sejarah, budaya, pemikiran, serta peranan Islam dalam 
masyarakat modern (Erliana et al., 2025). Studi ini bersifat multidisipliner dan mencakup dimensi 
sosial, politik, dan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang objektif, 
mendalam, dan holistik tentang Islam (Astutik et al., 2024). Hukum adalah segala peraturan yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang jika dilanggar akan mendapat sanksi dari 
penguasa (Journal & Jurisprudence, 2023).  Dapat juga dikatakan bahwa hukum adalah norma 
sosial yang sifatnya memaksa (mengikat) yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk 
menjamin ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Azharie, 2023). 

Studi Islam dengan pendekatan hukum berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat 
Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan cara yang kontekstual dan demokratis, agar 
hukum Islam berperan tanpa merusak prinsip pluralisme dan negara hukum (Adha, 2025). 
Sebagaimana juga disebutkan oleh bahwa pendekatan hukum dalam studi Islam melibatkan 
pemahaman mendalam atas sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur’an dan hadits serta 
penerapannya dalam konteks sosial dan politik kontemporer, yang dalam istilah disebut hukum 
yang relevan dengan zaman (Aziba et al., 2025). Penegakan hukum di Indonesia mengalami 
berbagai tantangan, seperti komersialisasi hukum dan rekayasa oleh kelompok mafia peradilan, 
sehingga hukum kehilangan fungsi sosialnya.  

Hukum itu bersifat dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, dan berorientasi pada 
keadilan substantif (Lorenza & Mulyadi, 2026). Misalnya, undang-undang tentang hak perempuan 
di banyak negara yang mengalami perubahan seiring berkembangnya kesadaran akan kesetaraan 
gender (Rinaldi & Lumbaa, 2024). Contohnya, hukum yang mengatur hak waris atau 
perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terus diperbarui agar lebih adil dan 
melindungi korban (Asya, 2025).  

Studi ini membantu memahami bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan atau 
berdialog secara harmonis dengan hukum nasional yang berlaku, sehingga menciptakan sistem 
hukum yang inklusif dan adil. Pendekatan hukum dalam studi Islam juga memungkinkan dialog 
antara prinsip syariat dan hak asasi manusia, sehingga mendukung pembentukan hukum yang 
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adil dan menghormati kebebasan individu (Budiyanto, 2024). Melalui pendekatan hukum, studi 
Islam dapat mengkritisi dan mereformasi hukum Islam klasik agar relevan dengan dinamika 
sosial dan kontemporer (Wahyuni et al., 2025). 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara studi Islam dengan hukum khususnya di 
Indonesia merupakan interaksi dua sistem hukum yang berbeda namun hidup berdampingan 
dalam masyarakat yang plural. Studi Islam dengan pendekatan hukum bertujuan untuk 
menganalisis, memahami, dan merumuskan cara agar hukum Islam dapat diterapkan secara 
proporsional dalam kerangka hukum nasional tanpa menimbulkan konflik hukum, misalnya, 
hukum nasional bersifat sekuler namun memberikan ruang bagi hukum Islam dalam bidang 
tertentu, seperti hukum keluarga dan waris melalui pengadilan agama (Wicaksono, 2025).  

Studi Islam juga membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat 
diakomodasi dalam sistem hukum nasional yang lebih luas (Fridawaty et al., 2024). Hal ini penting 
untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang 
diyakini, misalnya dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, hukum Islam menjadi dasar 
dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak bagi umat Muslim (Noviyansah, 2025). 
Namun, keputusan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang menjamin 
perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Studi Islam dengan pendekatan hukum 
memfasilitasi dialog antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memastikan keputusan 
pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (Ramadhan et al., 2023).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi Islam dalam pendekatan hukum 
menekankan fungsi syariat sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan individu dan 
sosial secara komprehensif. Temuan ini konsisten dengan pandangan Hallaq (2009), yang 
menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat historis-dinamis dan terus beradaptasi dengan 
perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung 
argumen An-Na’im (1990) bahwa interpretasi hukum Islam perlu direkonstruksi agar mampu 
menjawab tuntutan modernitas dan menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, temuan 
penelitian ini memperlihatkan relevansi dan keberlanjutan pendekatan hukum dalam studi Islam 
sebagaimana ditunjukkan oleh teori dan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini memiliki keunggulan berupa penjelasan komprehensif mengenai definisi 
studi Islam melalui pendekatan hukum yang mengintegrasikan aspek normatif, historis, dan sosial 
sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika syariat dalam konteks 
modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan hukum 
dalam studi Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga interpretatif dan kontekstual sehingga 
dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan keagamaan dan hukum publik. Implikasinya, 
penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum studi Islam serta 
memperkaya diskursus akademik tentang metodologi kajian hukum Islam. Namun, penelitian ini 
memiliki keterbatasan pada ruang lingkup teori yang belum mencakup pendekatan interdisipliner 
yang lebih luas, seperti antropologi hukum atau sosiologi hukum. Oleh karena itu, peneliti 
selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan multidisipliner serta melakukan studi 
empiris agar definisi dan penerapan pendekatan hukum dalam studi Islam dapat dipahami secara 
lebih menyeluruh dan aplikatif.  
Paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum 

Paradigma studi Islam dengan pendekatan hukum umum memandang ajaran Islam, 
khususnya aspek syariah, sebagai sistem hukum yang dapat dikaji melalui teori dan metode ilmu 
hukum positif (Perbandingan et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan hukum Islam bukan 
hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum sosial dan 
nasional yang dapat dianalisis secara rasional, normatif, dan empiris (Adha, 2025). Melalui 
pendekatan hukum umum, studi Islam berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan asas 
hukum modern seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Haji et al., 2025). 

Paradigma ini juga membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum nasional, serta 
mendorong harmonisasi keduanya dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti 
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Indonesia (Saragih et al., 2025). Menurut Panjaitan, Hukum positif Indonesia dapat bercorak 
hukum Islam sebagai wujud keadilan dan identitas nasional. Pernyataan ini memiliki makna 
bahwa: Hukum Positif Bercorak Hukum Islam, artinya hukum nasional Indonesia dapat 
mengambil nilai, prinsip, dan asas keadilan dari hukum Islam tanpa harus menjadikan negara 
bersifat teokratis (Jayabaya, 2024). Ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem terpisah, 
tetapi dapat menjadi sumber materi hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 
1945 (negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). 

Sebagai wujud Keadilan Nasional, artinya hukum Islam mengandung prinsip keadilan 
(‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kemanusiaan (insāniyyah). Nilai-nilai ini selaras dengan 
Pancasila dan tujuan hukum nasional Indonesia, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia (Janah & Nur, 2023).  Sebagai identitas Nasional, artinya sebagian besar 
penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai hukum Islam sudah melekat dalam 
budaya dan moral bangsa (Studi, Agama, et al., 2025).  Dengan demikian, pengembangan hukum 
nasional yang berlandaskan nilai Islam berarti menggali jati diri hukum bangsa, bukan 
mengimpor sistem hukum Barat secara utuh. 

Paradigma dalam konteks studi Islam merupakan kerangka berpikir atau cara pandang 
ilmiah yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran serta realitas 
kehidupan umat Islam atau bisa saja kehidupan masyarakat secara umum namun bersinggungan 
dengan aspek-aspek Islam (Maharini et al., 2023). Pendekatan hukum umum berarti menggunakan 
metodologi dan teori-teori dalam ilmu hukum positif (umum) untuk menelaah hukum Islam, 
bukan hanya dari aspek normatif-keagamaan, tetapi juga dari sisi yuridis, sosiologis, dan empiris. 

Pendekatan hukum umum menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum 
yang dapat dianalisis dengan teori-teori hukum modern (Perbandingan et al., 2024). Artinya, studi 
Islam tidak hanya membahas hukum syariah dari Al-Qur’an dan Hadis secara tekstual, tetapi juga 
melihat: 
a. Bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, 
b. Bagaimana prinsip-prinsip Islam sejalan dengan asas keadilan universal, dan 
c. Bagaimana interaksi hukum Islam dengan hukum internasional di dunia modern. 

Hallaq, W. B.  menegaskan bahwa:  Hukum Islam pada dasarnya adalah sistem moral- 
spiritual yang otonom dari negara; modernisasi hukum telah mengubahnya menjadi sistem legal 
formal yang kehilangan dimensi etikanya (J. P. Hukum, n.d.). Misalnya, Misalnya, pernikahan 
dianggap sah hanya jika tercatat di KUA, padahal dalam hukum Islam klasik, sahnya nikah 
ditentukan oleh rukun dan syarat syar’i, bukan oleh pencatatan administratif. Contoh lain, dalam 
hukum pidana Islam klasik, hukuman ditegakan dengan memperhatikan niat, kondisi sosial, dan 
kemungkinan taubat, sehingga seorang pencuri bisa bebas dari hukuman jika terbukti mencuri 
karena miskin atau kelaparan karena tujuan hukum adalah keadilan moral. Inilah yang dimaksud 
kehilangan dimensi etikanya. Hukum Islam menjadi prosedural, bukan lagi moral. 

Terdapat beragam paradigma hukum bila dilihat dalam konteks studi Islam antara lain; 
1. Paradigma Yuridis-Positivistik 

Berdasarkan teori John Austin dan H.L.A. Hart, hukum dipandang sebagai perintah 
penguasa yang sah (command of the sovereign). Dalam konteks Indonesia, paradigma ini 
digunakan oleh Hazairin  dan Abdul Manan  yang menegaskan bahwa hukum Islam dapat 
diadopsi ke dalam hukum nasional melalui mekanisme legislasi dan peradilan. Pendekatan 
ini menekankan bahwa hukum Islam menjadi sah secara yuridis apabila diakui dalam sistem 
hukum nasional, seperti yang tampak pada penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU 
Peradilan Agama, dan UU Perbankan Syariah (F. Hukum et al., 2025). 

2. Paradigma Pluralistik.  
Menurut M.B. Hooker dan John Griffiths, masyarakat Indonesia memiliki sistem 

hukum yang bersifat plural (berlapis) terdiri dari hukum adat, hukum negara, dan hukum 
Islam. Oleh karena itu, kajian hukum Islam harus mempertimbangkan realitas pluralitas 
hukum dan budaya bangsa Indonesia. Paradigma ini sejalan dengan pandangan Hasbi Ash- 
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Shiddieqy yang mengembangkan konsep Fiqh Indonesia, yaitu hukum Islam yang relevan 
dengan konteks sosial dan hukum lokal. 

3. Paradigma Integratif-Nasionalistik.  
Paradigma ini berupaya menyatukan nilai-nilai Islam dengan cita hukum nasional 

tanpa menghilangkan karakter kebangsaan. Paradigma Integratif-Nasionalistik bercirikan; 
integrasi nilai Islam ke dalam hukum nasional. Nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas 
Islam diserap ke dalam hukum nasional secara substantif, bukan formalistik (Sukmana et al., 
2022). Contohnya: prinsip keadilan distributif dan larangan riba diadopsi dalam regulasi 
perbankan dan ekonomi syariah. Paradigm ini akan membentuk pemahaman yaitu (Syariah et 
al., 2025):  
a. Menjaga karakter kebangsaan. Integrasi tersebut tetap berpijak pada ideologi Pancasila, 

UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, hukum nasional yang bercorak 
Islam tetap inklusif dan menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. 

b. Membentuk dialog antara syariat dan konstitusi, yakni membuka ruang dialog antara 
syariat (norma keagamaan) dan konstitusi (norma kenegaraan), sehingga keduanya saling 
memperkaya dalam menghasilkan hukum yang berkeadilan sosial. 

c. Berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik. Tujuan akhirnya bukan sekadar 
formalisasi syariat, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat 
manusia. Contohnya: Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil integrasi prinsip syariah 
dalam hukum keluarga Indonesia, serta Zakat dan Wakaf Produktif, diatur secara 
nasional untuk mendukung kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kebijakan negara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum 
tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual syariat, tetapi juga mencakup kerangka analisis 
yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Temuan ini sejalan dengan pemikiran 
Hallaq (2009) yang menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terus bertransformasi 
mengikuti perubahan struktur sosial. Selain itu, penelitian ini menguatkan pandangan An-Na’im 
(1990) bahwa rekonstruksi paradigma hukum Islam membutuhkan integrasi antara prinsip syariat 
dan nilai-nilai modernitas untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, 
penelitian ini mempertegas bahwa paradigma hukum dalam Studi Islam bersifat fleksibel dan 
terus berkembang sebagaimana ditunjukkan oleh teori dan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menghadirkan pemetaan paradigma 
Studi Islam dalam pendekatan hukum secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang 
lebih jelas mengenai bagaimana syariat dipahami sebagai kerangka normatif sekaligus 
metodologis dalam menganalisis persoalan keagamaan dan sosial. Kontribusi penelitian ini 
terletak pada penegasan bahwa pendekatan hukum dalam Studi Islam tidak hanya 
menitikberatkan pada teks, tetapi juga pada dinamika interpretasi yang dipengaruhi konteks 
sosial, politik, dan budaya. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan landasan 
teoritis bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu kontemporer 
dan relevan untuk pengambilan kebijakan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan 
karena belum melibatkan analisis empiris yang dapat memperlihatkan penerapan paradigma 
tersebut di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan 
pendekatan multidisipliner serta melakukan studi kasus empiris agar pemahaman mengenai 
paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. 

Teori Studi Islam Dengan Pendekatan Hukum 

Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengupas beberapa teori hukum yang penulis 
anggap relevan dengan bahasan ini. Pendekatan hukum dalam studi Islam bertujuan untuk 
memahami nilai, prinsip, dan aturan hukum secara sistematis, baik dalam konteks tradisional 
maupun modern. Dalam konteks modern, hukum Islam pun sering dianalisis melalui lensa teori 
hukum umum, yang memungkinkan kajian lintas disiplin dan integrasi antara norma agama 
dengan praktik hukum kontemporer (Harisi et al., 2024). Teori hukum umum sendiri merupakan 
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kerangka konseptual yang dikembangkan dalam filsafat hukum dan teori hukum Barat, yang 
menjelaskan asal-usul, fungsi, dan tujuan hukum dalam kehidupan manusia. Menurut John 
Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa yang sah dan disertai sanksi bagi 
yang melanggarnya.  

Pendekatan ini menekankan aspek legal-formal dari hukum, tanpa memperhatikan 
pertimbangan moral. Dalam pembahasan teori Hukum Umum dalam Studi Islam ini penulis akan 
mengemukakan pendapat para ahli dan selanjutnya akan memberikan analisis dalam konteks 
masyarakat Indonesia yang pluralistik, antara lain: 
1. Teori Hukum Alam (Natural Law Theory) 

Teori hukum alam berasumsi bahwa hukum bersumber dari moralitas universal dan 
kehendak Tuhan (Octova et al., 2025). Hukum bukan hanya buatan manusia, tetapi memiliki 
dimensi moral yang melekat pada kodrat manusia. Tokoh-tokoh klasik seperti Thomas 
Aquinas dan Hugo Grotius menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang sesuai 
dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Grotius sering disebut sebagai “Bapak Hukum 
Internasional” karena hukum alamnya menjadi dasar aturan internasional, namun beliau 
terkenal agak liberal. Menurutnya hukum alam dapat dipahami melalui rasio manusia tanpa 
selalu bergantung pada Tuhan. Teori hukum alam ini memiliki padanan melalui konsep 
maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berfokus pada perlindungan lima 
aspek kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahajeng, 2025). 

Dengan demikian, studi Islam dengan pendekatan hukum umum tidak hanya 
menekankan norma formal, tetapi juga tujuan moral dan kemaslahatan sosial dari penerapan 
hukum. Hal ini ikut mewarnai hukum positif yang berlaku baik di tingkat regional, nasional 
maupun internasional. Hukum positif dianggap sah jika tidak bertentangan dengan prinsip 
moral universal. Misalnya tentang larangan membunuh. Pada Hukum Positif, Negara 
melarang pembunuhan (pidana pembunuhan). Menurut teori Hukum Alam, larangan ini 
bersifat universal, karena menghormati hak hidup setiap manusia adalah prinsip moral yang 
inheren (U. W. Malang, 2025).  Relevansinya dengan Studi Islam, bahwa dalam Islam, prinsip 
ini tercermin pada larangan membunuh tanpa alasan yang sah (QS. Al-Isra: 33): 

Ayat di atas menekankan larangan membunuh secara sembarangan, kecuali atas dasar 
hukum yang sah seperti qisas (hukuman balas), sambil melindungi hak ahli waris korban agar 
tidak berlebihan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, di mana 
nyawa manusia dilindungi kecuali atas hak yang benar. Prinsip ini, sejalan dengan hukum 
alam Aquinas tentang perlindungan jiwa (sanctity of life). Contoh lainnya, pada Hukum 
positif; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang perbudakan (Andaluzi et al., 2024). 
Hukum alam menekankan bahwa perbudakan melanggar hak manusia atas kebebasan dan 
martabat, prinsip moral yang universal. Relevansinya terhadap studi Islam, meskipun sejarah 
Islam mengenal budak, prinsip Islam mendorong kebebasan dan pemerdekaan budak, yang 
sejalan dengan prinsip moral universal. 

 
2. Teori Positivisme Hukum (Legal Positivism) 

Positivisme hukum adalah aliran yang menekankan bahwa hukum adalah peraturan 
yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi, terlepas dari pertimbangan moral 
atau etika. Dengan kata lain, sahnya suatu hukum tidak ditentukan oleh moralitasnya, tetapi 
oleh prosedur dan legitimasi pembuatnya. Menurut John Austin, Bapak Positivisme (1790–
1859), yang disunting oleh (Wilfrid E), hukum adalah command of the sovereign, perintah 
dari penguasa yang memiliki kedaulatan dan disertai sanksi jika dilanggar. Dengan kata lain, 
hukum ada karena adanya pengakuan sosial terhadap otoritas penguasa, bukan karena benar 
atau salah secara moral (Mikraj & Seputra, 2024). Positivisme Hukum (termasuk Teori Hukum 
Murni Hans Kelsen) memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (separability thesis). 
Hukum diidentifikasi sebagai sistem peraturan yang dibuat dan dihapuskan oleh tindakan 
manusia melalui prosedur formal oleh otoritas yang berdaulat. 
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Dari teori ini dapat dipahami bahwa hukum adalah perintah penguasa yang sah dan 
harus ditaati oleh rakyat, validitas hukum tidak bergantung pada kebaikan moralnya tapi 
pada otoriter penguasanya, walaupun hukum itu diskriminatif, dan hukum bersifat memaksa 
disertai sanksi bagi pelanggar, misalnya denda, hukuman penjara, atau tindakan 
administratif, dan hukum bersifat positif, ditetapkan secara formal melalui prosedur resmi, 
bukan sekadar norma sosial atau kebiasaan serta sistemik yang berlaku untuk seluruh 
anggota masyarakat (Journal & Jurisprudence, 2023). Misalnya hukum apartheid (sistem 
pemisahan rasial resmi yang diterapkan di Afrika Selatan sejak 1948 hingga awal 1990-an) di 
Afrika Selatan  adalah contoh nyata dari hukum yang sah secara formal (legal law) tetapi tidak 
bermoral atau diskriminatif menurut standar kemanusiaan modern. Termasuk juga hukum 
Nazi di Jerman. 

Analisis terhadap teori positivisme hukum ini beranjak dari pendapat (Ronald 
Dworkin), bahwa positivisme terlalu menekankan perintah penguasa dan aturan formal, 
mengabaikan prinsip moral dan hak asasi, beliau menekankan law as integrity, yaitu hakim 
harus menafsirkan hukum secara konsisten dengan prinsip moral dan keadilan (Sebastian, 
2023). Misalnya Putusan pengadilan yang formal sah tapi melanggar HAM dapat dianggap 
tidak adil menurut Dworkin. Di era modern, positivisme hukum digunakan sebagai kerangka 
analisis sistem hukum negara, termasuk Indonesia, di mana ada hukum nasional yang 
mengatur masyarakat pluralistik (Siregar, 2024a). Dalam konteks hukum Islam, positivisme 
hukum dapat dipadukan dengan pendekatan hukum Islam formal untuk memahami 
bagaimana norma agama diterapkan dalam sistem hukum negara.  

Positivisme hukum membantu menegaskan kejelasan norma hukum, mekanisme 
sanksi, dan kepastian hukum, tetapi perlu dikombinasikan dengan prinsip moral dan etika 
agar hukum berkeadilan (Keseimbangan et al., n.d.). Misalnya, pada UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Negara menetapkan syarat-syarat sahnya perkawinan. Walaupun 
masyarakat beragam, aturan tetap bersifat nasional dan formal, seperti batas usia pencatatan 
perkawinan di KUA/Catatan Sipil adalah 19 tahun, maka pernikahan di bawah umur itu 
tidak sah, terlepas dari alasan sosial atau agama (Simaremare et al., 2025). Ini menunjukkan 
bahwa hukum dilihat secara formal, bukan moral. Ini contoh pendekatan positivistik hukum 
berlaku karena ditetapkan negara, bukan karena benar secara agama. 

Artinya, meski hukum Islam digunakan, pengakuannya tetap melalui hukum positif 
negara, dan meskipun Calon pengantin belum cukup 19 tahun pemerintah memberikan 
peluang untuk sidang di Pengadilan Agama bagi umat muslim. Dengan kata lain, dalam 
konteks negara seperti Indonesia, ajaran Islam tidak langsung menjadi hukum yang berlaku 
bagi semua warga, tetapi diinstitusionalisasi (diformalkan) menjadi peraturan hukum 
negara(Islamy et al., n.d.). 

3. Teori Sosiologis Hukum (Sociological Jurisprudence). 

Teori sosiologis hukum (Sociological Jurisprudence) merupakan aliran dalam filsafat 
hukum yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai 
kumpulan norma tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks kehidupan sosial masyarakat 
(Qalam et al., 2024). Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum yang 
dianggap terlalu kaku dan terpisah dari realitas sosial. Menurut Roscoe Pound (1870–1964), 
tokoh utama teori ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai  a tool of social engineering, yaitu 
alat untuk merekayasa dan menata masyarakat menuju keteraturan dan keadilan sosial 
(Pound, 1910). Gagasan Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of 
social engineering) sangat penting bagi negara yang sedang membangun, karena hukum 
berfungsi bukan hanya menjaga ketertiban tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (F. 
Hukum et al., 2023).  

Teori ini sangat relevan karena sistem hukum nasional bersifat pluralistik, 
menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Penerapan teori sosiologis 
hukum memungkinkan pembuat kebijakan memahami kebutuhan sosial dan nilai budaya 
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masyarakat sebelum merumuskan peraturan (Rohman et al., 2024). Satjipto Rahardjo, 
mengatakan bahwa hukum harus diletakkan dalam kerangka sosialnya, karena hukum yang 
baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Subagiya, 2023). 

Termasuk peraturan tentang kewajiban Zakat sebagai kewajiban hukum. Walaupun 
ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), keberhasilannya tergantung pada kesadaran 
masyarakat untuk membayar zakat, bukan hanya peraturan formal. Kesadaran masyarakat ini 
perlu ditingkatkan agar timbul kesedaran pribadi tentang kewajiban membayar zakat bukan 
sekedar sebagai sebuah aturan dan regulasi, tetapi ketaatan dan kepedulian sosial terhadap 
sesama. Artinya, Hukum akan efektif bila masyarakat memahaminya sebagai ibadah sosial, 
dan bentuk kepedulian antar sesama bukan karena takut sanksi. 

4. Teori Hukum Progresif (Progressive Law Theory). 
Teori hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar 

hukum asal Indonesia (Siregar, 2024b). Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan 
positivisme hukum yang menekankan kepastian dan ketaatan pada teks undang-undang 
semata (Rahmanto, 2025). Satjipto Rahardjo  menyatakan bahwa Hukum progresif adalah 
hukum yang berpihak pada kemanusiaan, bukan status quo dan selalu mencari terobosan 
untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak 
boleh dipahami secara kaku, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk 
hukum (Rencang et al., 2024). Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat, bukan 
memaksa masyarakat untuk tunduk pada teks hukum yang statis. Teori ini menempatkan 
manusia sebagai pusat dari hukum (human-centered law). Ciri teori hukum progresive antara 
lain (Oktavia et al., 2024):  
a. Hukum bersifat dinamis, selalu menyesuaikan perubahan masyarakat. 
b. Keadilan substantif lebih penting daripada prosedural. 
c. Penegak hukum sebagai agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana undang-

undang. 
d. Nilai moral dan kemanusiaan menjadi sumber inspirasi hukum. 

Misalnya pada kasus anak, KDRT ringan, atau perkara kecil merupakan contoh nyata 
hukum progresif (No & Desember, 2025). Polisi dan jaksa tidak langsung memenjarakan 
pelaku, tetapi memediasi agar pelaku dan korban berdamai demi kemaslahatan bersama. 
Dasarnya: Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Contoh lainnya, seorang hakim memberikan putusan yang 
lebih ringan kepada seorang ibu yang mencuri karena anaknya kelaparan (kasus di Grobogan, 
2013). Walaupun secara hukum positif perbuatannya memenuhi unsur pencurian, hakim 
mempertimbangkan niat, kondisi sosial, dan nilai kemanusiaan. Program rehabilitasi bagi 
pengguna narkoba daripada pemenjaraan. Pemerintah menganggap pengguna narkoba 
sebagai korban yang perlu disembuhkan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Pengaturan usia 
minimal pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019: minimal 19 
tahun). Meskipun teks klasik tidak menyebut angka pasti, keputusan ini diambil demi 
melindungi hak anak dan perempuan. 

5. Teori Kritis Hukum (Critical Legal Studies) 

Teori Kritis Hukum (Critical Legal Studies / CLS) muncul pada tahun 1970-an di 
Amerika Serikat sebagai gerakan intelektual yang mengkritik pandangan positivisme hukum 
dan liberalisme hukum (Wahyuningsih & Nuraeny, 2025). Para pemikir CLS beranggapan 
bahwa hukum tidak bersifat netral atau objektif, melainkan merupakan produk dari struktur 
kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi (P. Hukum & Daerah, n.d.) Dengan kata lain, hukum 
seringkali berfungsi melestarikan kepentingan kelompok dominan dan tidak benar-benar 
menjamin keadilan bagi masyarakat lemah. Menurut (Unger), salah satu tokoh utama gerakan 
CLS, hukum bukanlah sistem rasional yang netral, melainkan instrumen politik yang 
mencerminkan ideologi dan kepentingan kelompok berkuasa. 
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Teori kritis hukum berupaya membongkar asumsi-asumsi tersembunyi dalam sistem 
hukum, seperti netralitas, objektivitas, dan rasionalitas serta menyerukan agar hukum dilihat 
sebagai alat perjuangan sosial dan transformasi masyarakat. Duncan Kennedy, juga 
menegaskan bahwa hukum selalu bersifat politis; di balik setiap aturan hukum terdapat relasi 
kekuasaan yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Teori ini 
tidak menolak hukum secara total, tetapi menuntut agar hukum lebih reflektif dan berpihak 
pada kemanusiaan serta keadilan sosial (Setyawan, 2020). Dalam konteks hukum, teori kritis 
hukum memiliki relevansi yang kuat dengan dakwah Islam (Uliyah et al., 2025). Islam 
menempatkan keadilan (‘adl) dan pembebasan manusia dari penindasan sebagai inti dari misi 
dakwah (Yunita et al., 2024). Maka, pendekatan kritis terhadap hukum berarti meninjau 
kembali apakah penerapan hukum termasuk hukum Islam sudah benar-benar mencerminkan 
nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, atau justru digunakan untuk membenarkan 
ketimpangan sosial (Cucu, 2025).  

Dalam pandangan Studi Islam dapat dilihat pada QS. An-Nisa: 135, diman Allah swt 
berfirman “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil...” (QS. An-Nisa: 135). Ayat ini menjadi dasar etis bagi hukum Islam untuk 
selalu berpihak pada keadilan sosial. Dalam Studi Islam, pendekatan kritis dibutuhkan untuk 
memastikan bahwa interpretasi hukum tidak diskriminatif terhadap kelompok 
tertentu/minoritas. Termasuk juga dalam hal ini adalah kearifan lokal terkait keberadaan 
hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, bahwa penyelesaian perkara dan hubungan 
sosial yang rusak dipulihkan melalui perdamaian dan kompensasi melalui musyawarah para 
tokoh Masyarakat lintas agama, suku dan ras. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori Studi Islam dengan pendekatan hukum 
menempatkan syariat sebagai kerangka normatif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi 
juga dipahami melalui dinamika sosial dan historis. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hallaq 
(2009) yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan 
struktur sosial tempat ia berkembang. Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan An-Na’im 
(1990) yang menekankan perlunya reformulasi teori hukum Islam agar tetap relevan dengan nilai-
nilai keadilan modern serta dapat diterapkan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, 
penelitian ini mempertegas bahwa teori Studi Islam dengan pendekatan hukum bersifat adaptif 
dan berkembang sebagaimana digambarkan oleh penelitian terdahulu. 

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menghadirkan penjelasan teoritis yang 
komprehensif mengenai Studi Islam dengan pendekatan hukum, khususnya dalam 
mengintegrasikan aspek normatif syariat dengan dinamika historis dan sosial. Kontribusinya 
terletak pada penguatan kerangka teoretis yang menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya 
dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bersifat adaptif dan 
kontekstual. Implikasi penelitian ini terlihat pada potensi penerapannya dalam pengembangan 
kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer serta relevan digunakan 
dalam analisis kebijakan publik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena 
belum mengakomodasi data empiris yang dapat memperlihatkan bagaimana teori tersebut 
diterapkan dalam praktik sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk menggabungkan pendekatan multidisipliner serta melakukan studi lapangan 
agar teori Studi Islam dengan pendekatan hukum dapat diuji dan dikembangkan secara lebih 
aplikatif dan komprehensif. 

Data Studi Islam dengan Pendekatan Hukum 

Pembagian data hukum secara umum terbagi dua, yang merupakan cerminan langsung 
dari dualitas ontologis dalam ilmu hukum, yaitu pandangan hukum sebagai Das Sollen (apa yang 
seharusnya/norma) dan Das Sein (apa yang senyatanya/fakta), data Hukum yang dapat 
dipergunakan dalam Studi Islam antara lain; 
1. Data Hukum Normatif (Law in Books) 
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Data hukum normatif adalah data yang bersumber dari materi hukum tertulis yang 
memiliki kekuatan mengikat secara formal (Wiraguna, 2024). Data ini menjadi objek studi 
utama bagi aliran positivisme hukum. Data ini mengacu pada teori positivisme hukum, 
seperti hukum analytical jurisprudence oleh John Austin dan Pure theory of law hans kelsen 
dimana memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (separability thesis) serta 
memandang hukum identik dengan perintah penguasa yang berdaulat (law is a command). 
Adapun data hukum normatif diklasifikasikan berdasarkan hierarki dan kekuatan 
mengikatnya (Teori et al., 2025):  
a. Bahan hukum primer: Sumber utama yang mengikat dan diakui negara. 
b. Peraturan Perundang-undangan: Meliputi UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

dsb 
c. Putusan Pengadilan/Yurisprudensi: Keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum 

tetap. 
d. Traktat/Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan (yang sudah dipositifkan). 
e. Bahan Hukum Sekunder: Publikasi yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum 

primer. 
f. Buku-buku dan Jurnal Hukum (misalnya, karangan Achmad Ali, 2009). 
g. Rancangan Undang-Undang (RUU). 
h. Bahan Hukum Tersier: Materi penunjang (Kamus Hukum, Ensiklopedia). 

2. Data Hukum Empiris (Law in Action) 
Data hukum empiris adalah data yang bersumber dari kenyataan sosial, perilaku, dan 

interaksi yang timbul akibat keberlakuan hukum di masyarakat (J. S. Hukum et al., 2023). 
Data ini menjadi fokus utama aliran sosiologis dan realisme hukum. Data ini mengacu pada 
teori Sociological Jurisprudence dan hukum realis (Asa et al., 2025). Pendekatan sosiologis 
(Sociological Jurisprudence) yang dipelopori oleh Roscoe Pound (1922), serta realisme hukum 
(seperti Realisme Hukum Amerika), teori ini menolak pandangan sempit positivisme. Mereka 
berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang efektif dan bekerja 
dalam masyarakat (living law). Data hukum yang relevan adalah fakta sosial yang 
menunjukkan dampak, efektivitas, dan konflik antara hukum dan masyarakat (Herlina, 2024). 

Jenis data empiris menurut data hukum empiris antara lain (Disemadi et al., 2022):  
a. Data empiris diperoleh melalui penelitian lapangan  
b. Data primer: Informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan. 
c. Perilaku verbal: Wawancara dengan responden, narasumber (misalnya hakim, polisi, 

masyarakat). 
d. Perilaku nyata: Hasil pengamatan langsung terhadap interaksi dan praktik hukum 

(misalnya proses peradilan, implementasi kebijakan). 
e. Dokumen in concreto: Catatan atau dokumen yang lahir dari penerapan hukum pada 

kasus nyata. 
f. Data sekunder: Data normatif yang digunakan sebagai landasan untuk menguji 

efektivitasnya di lapangan (sama dengan bahan hukum sekunder dalam penelitian 
normatif, namun tujuannya berbeda). 

g. Implementasi praktis pendekatan hukum dalam studi Islam. 
Data hukum umum tidaklah tunggal. Ia diklasifikasikan secara mendasar oleh Teori 

hukum umum. Positivisme hukum mengkultuskan data normatif (peraturan tertulis) sebagai 
satu-satunya data yang sah demi kepastian hukum (Keseimbangan et al., n.d.). Sebaliknya, 
aliran sosiologis dan realisme hukum menekankan pentingnya data empiris (fakta sosial) 
untuk mengukur efektivitas dan keadilan substantif (Awaluddin, 2023). Pemahaman terhadap 
klasifikasi data ini sangat esensial karena ia menentukan validitas metodologi dan kesimpulan 
yang ditarik dalam studi dan praktik hukum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data dalam Studi Islam dengan 
pendekatan hukum mampu memperjelas hubungan antara norma syariat dan praktik sosial, 
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sehingga interpretasi hukum Islam dapat dianalisis secara lebih empiris dan kontekstual. Temuan 
ini sejalan dengan pendapat Zaman (2002) yang menegaskan bahwa studi hukum Islam perlu 
memanfaatkan data sosial untuk memahami bagaimana otoritas hukum bekerja dalam kehidupan 
masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan pandangan Hallaq (2009) yang 
menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat dipahami secara komprehensif jika dianalisis 
melalui bukti historis dan sosial yang menunjukkan proses penerapannya. Dengan demikian, 
penelitian ini memperkuat teori sebelumnya yang menekankan pentingnya data empiris sebagai 
dasar analisis dalam pendekatan hukum pada Studi Islam.  

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menyajikan data yang terstruktur dan 
relevan mengenai praktik dan pemahaman hukum Islam, sehingga memberikan dasar empiris 
yang kuat dalam menganalisis hubungan antara teks syariat dan realitas sosial. Kontribusi 
penelitian ini tampak pada pemanfaatan data tersebut untuk memperjelas bagaimana pendekatan 
hukum dalam Studi Islam bekerja dalam konteks nyata, sekaligus memperkaya diskursus 
metodologis mengenai penggunaan data sebagai pendukung analisis keislaman. Implikasinya, 
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan berbasis 
evidensi serta peningkatan kualitas kajian hukum Islam di lingkungan akademik. Namun, 
penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena sumber data yang digunakan belum mencakup 
variasi konteks sosial yang lebih luas, sehingga generalisasinya masih terbatas. Oleh karena itu, 
peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, menggunakan metode 
pengumpulan data yang lebih beragam, serta mengintegrasikan analisis interdisipliner agar 
pemanfaatan data dalam Studi Islam dengan pendekatan hukum semakin komprehensif dan 
akurat. 

Analisis Data Studi Islam dengan Pendekatan Studi Islam 

Analisis data dalam studi hukum sangat ditentukan oleh sumber data yang digunakan, 
yang pada gilirannya mencerminkan pendekatan atau paradigma teori hukum yang dianut 
peneliti. Secara garis besar, sumber data hukum dibagi menjadi dua kutub filosofis utama, yaitu 
data hukum normatif (Law in Books) dan data hukum empiris (Law in Action). Pemisahan ini 
berasal dari perbedaan ontologis dalam memandang hukum: sebagai sistem norma (Das Sollen) 
atau sebagai gejala sosial (Das Sein) (Wardani, 2023). Dalam Kajian ini penulis akan menjelaskan 
secara komprehensif dua metode analisis data utama dalam penelitian hukum berdasarkan 
sumber datanya, yaitu analisis data Hukum normatif dan analisis data hukum empiris, serta 
relevansi pendekatan gabungan. 
1. Analisis Data Hukum Normatif (Pendekatan Doktrinal) 

Pendekatan ini berakar kuat pada positivisme hukum (khususnya Pure Theory of Law 
Hans Kelsen dan Analytical Jurisprudence John Austin), yang memandang hukum identik 
dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang Fokus utamanya adalah 
menjaga kepastian hukum dan koherensi sistem norma. Sumber data yang digunakan adalah 
data sekunder atau bahan hukum seperti (Tahun et al., 2022):  
a. Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan (Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah), putusan pengadilan, dan traktat.  
b. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang menjelaskan 

Bahan Hukum Primer. 
c. Bahan Hukum Tersier: Kamus, ensiklopedia, dan indeks. 

Adapun metode analisis data hukum normatif bersifat kualitatif dan sering disebut 
sebagai analisis deskriptif-kritis atau interpretasi doktrinal; 
a. Identifikasi dan klasifikasi data: Mengumpulkan dan menyusun hierarki peraturan 

(misalnya menggunakan teori Stufenbaulehre Hans Kelsen). 
b. Interpretasi: Menganalisis makna kaidah hukum dengan: 
c. Interpretasi gramatikal: Memahami hukum berdasarkan arti kata-kata. 
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d. Interpretasi sistematis: Memahami hukum dalam konteks sistem peraturan perundang- 
undangan secara keseluruhan, memastikan tidak ada pertentangan norma (sinkronisasi 
hukum). 

e. Interpretasi historis/sosiologis: Melihat sejarah pembentukan atau tujuan sosial saat 
pembentukan (walaupun kesenian murni berusaha memurnikannya dari unsur 
sosiologis) (Undip, n.d.). 

f. Argumentasi logika hukum: Menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan 
spesifik dari premis atau norma yang bersifat umum.  

g. Penyelesaian isu hukum (Isu Hukum → Norma → Kesimpulan): Menjawab masalah 
hukum yang dihadapi dengan menemukan, menginterpretasi, dan menerapkan kaidah 
hukum yang tepat (Nk et al., 2023). 

2. Analisis Data Hukum Empiris (Pendekatan Sosiologis) 
Pendekatan ini dipengaruhi oleh Sosiological Jurisprudence (Roscoe Pound, 1912) dan 

realisme hukum (Sonata), yang memandang hukum sebagai fenomena sosial atau alat 
rekayasa sosial (tool of social engineering). Fokus analisisnya adalah kesenjangan antara hukum 
tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) demi mencapai kemanfaatan 
dan keadilan substantif (Badalu, 2025). Adapun sumber data hukum empiris adalah, data 
primer (data lapangan) dan data sekunder (peraturan yang menjadi objek penelitian); 
a. Data primer: Informasi yang diperoleh langsung dari responden (wawancara), 

narasumber, dan hasil observasi praktik hukum di lapangan; 
b. Data sekunder: Peraturan perundang-undangan dan dokumen kasus konkret yang 

menjadi titik tolak penelitian (Norma, 2022). 
Metode analisis data hukum empiris adalah; Analisis data empiris dapat bersifat 

kualitatif atau kuantitatif (Benuf et al., 2020):  
a. Analisis data kualitatif (dominan): 
b. Reduksi data: Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data primer (transkrip 

wawancara, catatan observasi). 
c. Penyajian data: Menyajikan data dalam bentuk narasi atau matriks untuk memudahkan 

pemahaman. 
d. Verifikasi/konklusi: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, kategori, dan interaksi yang 

ditemukan di lapangan, kemudian membandingkannya dengan norma hukum (data 
sekunder). 

Untuk menganalisis data kuantitatif (jika ada data angka) dilakukan proses sebagai 
berikut; 
a. Pengolahan statistik: Menggunakan statistik deskriptif (persentase, rata-rata) atau 

inferensial (korelasi, regresi) untuk mengukur tingkat efektivitas, kepatuhan, atau 
dampak hukum di masyarakat. 

b. Inti dari analisis ini adalah mengidentifikasi fakta-fakta sosial (perilaku, reaksi, dan 
interaksi) dan mereduksinya untuk melihat sejauh mana norma hukum yang dikaji telah 
diimplementasikan, diterima, atau mengalami distorsi di lapangan (Arbani et al., 2024). 

3. Analisis Data Hukum Gabungan (Normatif-Empiris/Socio-Legal) 
Metode ini, yang kini semakin populer, menggabungkan kedua pendekatan di atas 

untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mengatasi kesenjangan antara teori dan 
praktik. Sumber data hukum gabungan berasal dari gabungan data primer (lapangan) dan 
data sekunder (kepustakaan) (Universitas et al., n.d.). Adapun metode analisis datanya ialah; 
a. Analisis dilakukan dalam dua tahap berurutan 
b. Tahap normatif (analisis data sekunder): Mengkaji dan menginterpretasi kaidah hukum 

tertulis untuk menetapkan Das Sollen (norma ideal). 
c. Tahap empiris (analisis data primer): Menganalisis data lapangan (kualitatif/kuantitatif) 

untuk menetapkan Das Sein (realitas implementasi). 
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d. Tahap integrasi (analisis komprehensif): Membandingkan hasil analisis normatif dengan 
hasil analisis empiris untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan) dan merumuskan saran 
perbaikan hukum (terhadap substansi, struktur, atau budaya hukum) yang relevan 
dengan kebutuhan masyarakat (Tungga, 2024). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data dalam Studi Islam dengan 
pendekatan hukum menegaskan pentingnya keterhubungan antara teks syariat dan realitas sosial, 
sehingga penafsiran hukum dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan responsif. Temuan ini 
sejalan dengan pandangan Hallaq (2009) yang menekankan bahwa hukum Islam hanya dapat 
dipahami secara utuh apabila dianalisis melalui bukti historis serta praktik sosial tempat hukum 
tersebut diterapkan. Selain itu, penelitian ini mendukung argumen Zaman (2002) yang 
menyatakan bahwa pemanfaatan data empiris sangat penting untuk menjelaskan bagaimana 
otoritas hukum Islam dijalankan dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 
penelitian ini memperkuat teori sebelumnya bahwa analisis data merupakan komponen penting 
dalam pendekatan hukum pada Studi Islam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif 
dan aplikatif. 

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menyajikan analisis data yang 
terstruktur dan kontekstual, sehingga memperlihatkan bagaimana pendekatan hukum dalam 
Studi Islam diterapkan dalam praktik sosial secara nyata. Kontribusinya terletak pada penguatan 
metodologi Studi Islam dengan pendekatan hukum, khususnya dalam memanfaatkan data 
empiris untuk memahami keterkaitan antara teks syariat dan dinamika masyarakat. Implikasinya, 
hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih 
responsif terhadap isu-isu kontemporer serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis 
evidensi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada cakupan data yang relatif sempit dan belum 
melibatkan analisis interdisipliner yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan 
untuk memperluas cakupan data, menggunakan metode penelitian lapangan, serta 
mengintegrasikan perspektif multidisipliner agar analisis data Studi Islam dengan pendekatan 
hukum dapat lebih komprehensif dan aplikatif. 

Implementasi Pendekatan Hukum dalam Studi Islam 

Terdapat beberapa pendekatan dalam mengimplementasikan pendekatan hukum dalam 
studi Islam, antara lain; 
1. Pendekatan Legislasi (Legal-Formal). 

Pendekatan legislasi berarti usaha memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam 
peraturan perundang-undangan nasional, misalnya implementasi Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) 1991 sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di Pengadilan 
Agama. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meski bersifat umum, banyak merujuk pada 
prinsip-prinsip Islam dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang 
mengadopsi prinsip-prinsip syariah (No & Desember, 2025). Sebagaimana juga disebutkan 
oleh Azizy bahwa pendekatan hukum nasional terhadap hukum Islam merupakan proses 
formalisasi hukum Islam (proses menjadikan norma- norma hukum Islam sebagai bagian dari 
hukum negara/hukum positif melalui mekanisme legislasi, yurisprudensi, atau kebijakan 
negara) dalam bingkai hukum nasional (Mana, 2023). Hal ini mencerminkan pandangannya 
mengenai integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara secara konstitusional dan 
legal. 

Hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip 
hukum nasional yang berlaku, seperti konstitusi, Pancasila, pluralisme hukum, dan kebijakan 
publik, misalnya Fatwa MUI yang menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi halal dan 
keuangan syariah. Contoh lainnya adalah pelaksanaan birokratisasi zakat yang diterapkan 
oleh pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada wilayah 
pemerintahan provinsi. Sebagaimana yang diulas oleh Prof Dr. Delmus Puneri Salim bahwa 
kebijakan tentang zakat di tingkat nasional juga berpengaruh dalam pengembangan lembaga 
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zakat di Sumatera Barat. Undang-undang Indonesia mewajibkan pemerintah daerah untuk 
membentuk lembaga zakat pemerintah (BAZDA) dan mengumpulkan dan mendistribusikan 
hasil zakat, yang hasilnya harus dilaporkan ke lembaga zakat pemerintah nasional, BAZNAS 
(Rivaldo & Syam, 2024). 

Komoditas zakat yang luar biasa ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk 
meningkatkan ketersediaan sumber daya keuangan untuk penyediaan kesejahteraan sosial 
dan proyek-proyek terkait kemiskinan lainnya, sehingga dapat menyalurkan dana untuk 
kebutuhan lainnya  Puneri juga menambahkan bahwa kebijakan daerah Sumbar dalam 
memberlakukan zakat di Sumbar juga dipengaruhi politik lokal. Zakat telah sangat 
dipengaruhi oleh gerakan zakat di dunia Muslim yang lebih luas. Konferensi internasional 
reguler yang diadakan oleh OKI dan pertemuan regional DZAT (Dialog Zonal Asia Tenggara) 
di negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan 
legislasi dalam menerapkan hukum Islam dapat juga dijadikan sebagai kajian studi Islam 
dengan pendekatan hukum. Untuk selanjutnya penelitian tentang penggunaan hukum 
legislasi atas peraturan zakat juga dapat diteli melalui studi lainnya, misalnya bagaimana 
perspektif aparatur sipil Negara (ASN) dalam menanggapi aturan pemungutan zakat serta 
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat (Lampung, 2024). 

2. Pendekatan Sosio Legal dan Kultural-Praktis. 
Pendekatan sosio-legal (kultural-praktis) adalah penerapan hukum Islam melalui 

kebiasaan masyarakat (living law) tanpa harus melalui perundang-undangan formal. 
Pendekatan sosio- legal (atau disebut juga kultural-praktis) dalam studi hukum, termasuk 
hukum Islam, adalah pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai aturan 
normatif dalam teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam 
konteks studi Islam, pendekatan ini sangat penting karena hukum Islam tidak hanya 
berkembang melalui teks (al-Qur’an dan Hadis), tetapi juga melalui kehidupan sosial umat 
Muslim (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).  

Rahardjo, S. bahwa hukum adalah institusi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari 
dinamika masyarakat. Ia bukan hanya kumpulan norma tertulis, tetapi juga praktik yang 
hidup (Sukti, 2025). Artinya, pendekatan sosio-legal menempatkan hukum sebagai bagian 
dari kebudayaan dan praktik sosial. Dalam konteks Islam, ini berarti hukum Islam juga 
dipengaruhi oleh budaya dan kondisi masyarakat Muslim. Misalnya hukum Waris Islam dan 
Adat Minangkabau (Indonesia), dalam Hukum Islam mengatur sistem waris secara individual 
(misalnya: anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) (Santika & Eva, n.d.). 
Namun di Minangkabau (Sumatera Barat), sistem adat matrilineal masih kuat, di mana harta 
pusaka turun melalui garis perempuan.  

Tanah pusaka tinggi tidak dibagi menurut hukum Islam, tapi diwariskan kepada 
kemenakan (anak saudara perempuan), bukan anak kandung laki-laki. Di sinilah terlihat 
adaptasi antara fiqh waris dan budaya lokal. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh 
Karimah & Gunawan Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian 
Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau yang dilakukan di Pagaruyung, pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan sosio legal dan kultural praktis dimana sengketa waris 
diselesaikan dengan hukum adat yang sesuai dengan budaya masyarakat Minangkabau yang 
bersifat matrilineal (Karimah et al., 2024).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan hukum dalam Studi 
Islam memungkinkan integrasi antara prinsip syariat dan realitas sosial, sehingga hukum Islam 
dapat diterapkan secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan 
ini sejalan dengan pandangan Hallaq (2009) yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat 
dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan sosial-historis, bukan semata-mata teks 
normatif. Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen An-Na’im (1990) bahwa penerapan 
hukum Islam membutuhkan rekonstruksi interpretatif agar lebih responsif terhadap isu keadilan 
dan pluralitas masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan 
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keselarasan antara implementasi pendekatan hukum dalam Studi Islam dan teori maupun 
penelitian sebelumnya yang menekankan adaptasi hukum terhadap konteks sosial.  

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menunjukkan secara jelas bagaimana 
pendekatan hukum diterapkan dalam Studi Islam untuk menafsirkan dan menyesuaikan syariat 
dengan konteks sosial kontemporer. Kontribusinya terletak pada penguatan pemahaman teoritis 
dan praktis tentang peran hukum Islam sebagai kerangka normatif yang adaptif terhadap 
dinamika masyarakat. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan 
praktisi hukum Islam dalam merancang kebijakan, kurikulum, atau program pendidikan yang 
lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, penelitian ini masih terbatas pada 
analisis literatur dan belum melibatkan studi empiris yang mendalam, sehingga penerapan 
praktisnya belum sepenuhnya teruji di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan 
untuk melakukan studi lapangan, mengeksplorasi kasus konkret, dan mengintegrasikan 
perspektif multidisipliner agar implementasi pendekatan hukum dalam Studi Islam dapat 
dianalisis secara lebih komprehensif dan aplikatif. 
Tantangan Studi Islam dalam Pendekatan Hukum di Negara Yang Pluralistik serta Peran 
Dakwah dalam Mengatasinya. 

Dalam negara pluralistik (masyarakat majemuk dengan beragam agama, etnis, adat, 
budaya, dan sistem nilai), penerapan hukum memang menghadapi tantangan besar. Menurut para 
ahli hukum dan sosiologi hukum, beberapa tantangan utama adalah: 
1. Keragaman Sistem Hukum (Legal Pluralism).  

Adanya pluralisme hukum (hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan 
kebiasaan) sering menimbulkan konflik norma (Konflik et al., 2025). Dalam kondisi seperti ini 
hukum negara harus mampu mengakomodasi tanpa meniadakan eksistensi hukum 
lokal/komunitas. Misalnya, Hukum Adat versus Hukum Negara, tentang Sengketa tanah 
adat. Di antaranya di Papua, Kalimantan, dan Sumatera, banyak masyarakat adat yang 
mengakui kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Masyarakat adat merasa haknya 
dilanggar ketika tanahnya diambil tanpa persetujuan adat, padahal secara hukum formal 
tanah tersebut sah dimiliki pihak lain berdasarkan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). Contoh lain Hukum Islam versus Hukum Perdata Nasional, tentang 
perkawinan, warisan, dan perceraian. 

Di Indonesia, umat Islam tunduk pada hukum Islam melalui Pengadilan Agama 
(misalnya hukum waris, nikah, talak, rujuk). Sementara itu, non-Muslim menggunakan 
Pengadilan Negeri dan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Legal 
pluralism terjadi karena dua sistem hukum hidup berdampingan dan mengatur masalah yang 
sama dengan cara berbeda (Panjalu, n.d.). Namun terkait UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
bahwa perkawinan dilakukan sesuai agama masing-masing. Akibatnya pasangan beda agama 
sering mengalami hambatan legal dan memilih solusi menikah di luar negeri atau berpindah 
agama secara administratif. 

2. Masalah Keadilan Substantif 
Dalam negara demokrasi-pluralistik, hukum sering ditarik kepentingan politik 

mayoritas sehingga minoritas bisa terabaikan. Oleh karena itu bagaimana hukum diciptakan 
tidak diskriminatif dan tetap melindungi kelompok lemah. Menurut (Rawl; 1971) dengan 
teorinya fairness lebih menekankan pada prinsip keadilan sebagai fairness yaitu keadilan yang 
adil (Yuanita & Mada, 2022). Secara lebih spesifik, fairness merujuk pada sikap atau prinsip 
yang memberikan perlakuan yang setara, tidak memihak, dan tidak diskriminatif kepada 
semua pihak. 

Dalam konteks hukum dan keadilan, fairness berarti memastikan bahwa setiap 
individu atau kelompok mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai tanpa adanya 
keberpihakan atau ketidakadilan (Lubis et al., 2025). Jadi, fairness itu bukan hanya soal aturan 
yang sama, tapi juga soal perlakuan yang adil sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing 
pihak. Dalam teori kapabilitasnya (Nussbaum) juga menjelaskan tentang perlunya hukum 
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yang memberi ruang bagi individu untuk mengembangkan kemampuan dan hidup 
bermartabat (Pemikiran et al., 2024). Ia menyoroti perlindungan khusus bagi kelompok 
marjinal agar memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan kesejahteraan. 

3. Potensi Konflik Antar Nilai dan Norma. 
Menurut (Satjipto) hukum bukan hanya teks tetapi juga hidup dalam masyarakat 

(living law) (E. Jurnal et al., 2024). Hukum formal seringkali bertentangan dengan nilai budaya 
atau agama tertentu sehingga menimbulkan resistensi, yaitu sikap atau tindakan menolak, 
melawan, atau tidak mau menerima suatu aturan, kebijakan, atau perubahan karena dianggap 
bertentangan dengan nilai, kepentingan, atau keyakinan tertentu (Yunazwardi, 2021). 
Misalnya larangan Poligami dalam Hukum Negara versus Praktik Budaya. Hukum Formal 
membatasi atau mengatur ketat praktik poligami melalui Undang-Undang Perkawinan. 
Poligami hanya diperbolehkan dengan persyaratan tertentu dan pengadilan harus 
memberikan izin. Sementara itu nilai budaya/agama bagi komunitas dan kelompok agama 
tertentu, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama yang sah (Tahun et 
al., 2025). Akibatnya rawan memunculkan resistensi dari beberapa kelompok karena dianggap 
bertentangan dengan keyakinan dan budaya mereka. Akibatnya, terjadi ketegangan antara 
masyarakat dengan aparat hukum dan sulitnya penegakan hukum secara konsisten. 

Resistensi hukum juga berpotensi pengaturan pernikahan beda agama. Hukum formal 
UU Perkawinan Indonesia mensyaratkan pernikahan harus dilakukan menurut agama 
masing-masing pihak (Vol, 2023). Namun nilai budaya/agama, pasangan beda agama yang 
ingin menikah secara sipil atau dengan tata cara yang tidak sesuai agama tertentu seringkali 
mengalami kesulitan dan penolakan. Tentu saja beda agama atau kelompok yang mendukung 
pluralisme pernikahan merasa aturan ini membatasi hak mereka dan berpotensi diskriminatif, 
sehingga menimbulkan penolakan dan tuntutan perubahan hukum (Rahmatika et al., 2025). 

4. Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial. 
Menurut (Parekh) dengan teori multikulturalismenya menyebutkan bahwa dalam 

masyarakat pluralistik, berbagai kelompok dengan identitas budaya, agama, dan etnis yang 
berbeda akan menuntut pengakuan atas keberadaan dan hak-hak mereka (Putera, 2024). Ini 
akan menjadi tantangan tersendiri, jika hukum atau kebijakan negara tidak mampu 
mengakomodasi keberagaman ini secara adil, maka hukum bisa menjadi alat untuk 
mempertahankan atau memperkuat dominasi kelompok mayoritas atau kelompok tertentu 
(Saraswati et al., 2023). Tentu saja hal ini juga dapat memicu fragmentasi sosial dan konflik 
antar kelompok identitas, dimana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang 
terpisah, berbeda, atau terfragmentasi berdasarkan identitas seperti suku, agama, budaya, 
kelas sosial, atau kelompok etnis. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesatuan sosial dan 
solidaritas, sehingga bisa menimbulkan konflik, ketegangan, atau perpecahan dalam 
hubungan antar kelompok. 

 
5. Penegakan Hukum yang Lemah dan Bias 

Di beberapa daerah, penyelesaian sengketa sering kali melalui musyawarah adat yang 
dipimpin oleh tokoh suku atau kepala adat. Pendekatan ini kadang bertentangan dengan 
proses hukum formal yang mengutamakan prosedur peradilan dan bukti hukum (Margono & 
Arief, 2025). Ketika aparat penegak hukum mencoba menerapkan hukum nasional, mereka 
sering menghadapi hambatan karena masyarakat lebih percaya pada otoritas adat mereka, 
misalnya di Papua, Kalimantan, atau Sulawesi, masyarakat adat masih sangat memegang 
teguh hukum adat yang berdasarkan norma dan nilai suku mereka. Ketika terjadi kasus 
pidana atau sengketa, masyarakat lebih percaya dan memilih penyelesaian melalui hukum 
adat dibanding hukum nasional (I. Hukum et al., 2023). Akibatnya, hukum nasional seperti 
KUHP atau peraturan negara sulit diterapkan karena adanya dualisme hukum, dan kadang 
muncul konflik antara aparat hukum dengan masyarakat adat (Rahmadani et al., 2025). 
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum mesti ditegakan, namun perlu adanya 
penyadaran terhadap masyarakat. Disinilah letak pentingnya peran dakwah (bil Hikmah, Mau’izhah 
dan Mujadalah). Hukum bukan sebuah alat penguasa yang dipaksakan tapi sebagai kebutuhan dan 
kewajiban bersama yang mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Terlebih 
lagi di tengah tantangan pluralisme seperti Indonesia, dakwah akan muncul sebagai sarana 
rekayasa sosial (social engineering) yang berfungsi sebagai jembatan antara norma agama, realitas 
sosial, dan tujuan hukum. Peran dakwah menjadi krusial, khususnya dalam penegakan hukum 
demi mencapai tujuan utama syariat (Maqāṣid al-Sharī’ah). Dimana peran dakwah mengacu pada 
(Studi, Pidana, et al., 2025):  
1. Dakwah sebagai rekayasa sosial untuk harmoni dan keadilan. Dakwah tidak hanya 

menyampaikan ajaran agama, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk mengubah pola 
pikir, perilaku, dan kebiasaan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai universal Islam 

2. Mengatasi legal pluralism: Dakwah kultural (dakwah kultural) fokus membangun dialog dan 
harmoni sosial, menyebarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan 
perdamaian agar lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan 
pendekatan ini, dakwah dapat mengurangi konflik antar norma dengan mempromosikan inti 
nilai agama yang selaras dengan nilai keadilan dalam hukum negara. 

3. Membentuk budaya kepatuhan: Dakwah digunakan sebagai alat kontrol sosial dan reformasi 
sosial untuk mengarahkan masyarakat menjauhi perilaku antisosial dan kriminalitas, seperti 
narkoba dan korupsi. Rekayasa sosial ini berfokus pada pembentukan karakter individu yang 
jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, yang merupakan pondasi penting bagi penegakan 
hukum yang efektif. 

Inti dari dakwah dalam konteks hukum adalah memastikan penegakan hukum mengarah 
pada perlindungan lima tujuan utama syariat Islam (Maqāṣid al-Sharī’ah): melindungi agama (dīn), 
jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (naṣl), dan harta (māl). Secara keseluruhan, tantangan penerapan 
pendekatan hukum dalam studi Islam di negara pluralistik merupakan cerminan dari 
kompleksitas sosiologis dan filosofis yang mendasar (Sosial, 2024). Pluralisme hukum yang tak 
terhindarkan menuntut kemampuan negara untuk menyelaraskan norma formal dengan hukum 
yang hidup di masyarakat (living law) guna menghindari konflik dan resistensi (Trizza et al., 2025). 
Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus berfokus pada kepastian aturan, tetapi juga harus 
diarahkan pada pencapaian keadilan substantif yang adil (fairness) dan bermartabat bagi semua 
kelompok, khususnya minoritas, sesuai dengan prinsip Rawls (1971) dan Nussbaum.  

Hanya melalui pendekatan hukum yang multikultural , adaptif, dan non-diskriminatif, 
Indonesia dapat mengatasi fragmentasi sosial dan memastikan bahwa penegakan hukum mampu 
menyeimbangkan otoritas formal negara dengan nilai-nilai lokal yang diyakini oleh beragam 
komunitas. Dengan studi Islam dalam pendekatan hukum, dimana dakwah dijadikan sebagai 
social engineering-nya, maka dapat menjadi prasyarat esensial untuk menjaga solidaritas dan 
keharmonisan sosial di tengah keberagaman identitas dan dalam penegakan hukum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Studi Islam dengan pendekatan hukum 
menghadapi tantangan signifikan di negara pluralistik, terutama terkait penerapan norma syariat 
yang harus menyesuaikan dengan keberagaman hukum, budaya, dan keyakinan masyarakat. 
Temuan ini sejalan dengan pendapat An-Na’im (1990), yang menekankan pentingnya rekonstruksi 
hukum Islam agar dapat harmonis dengan prinsip hak asasi manusia dan keragaman sosial. Selain 
itu, penelitian ini mendukung pandangan Esposito (2003) yang menekankan bahwa dakwah 
memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran hukum 
yang inklusif, sehingga potensi konflik akibat pluralitas dapat diminimalkan. Dengan demikian, 
penelitian ini memperkuat teori sebelumnya bahwa integrasi pendekatan hukum dan dakwah 
diperlukan untuk menghadapi tantangan pluralitas dalam konteks Studi Islam. 

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu mengidentifikasi tantangan yang 
dihadapi Studi Islam dalam pendekatan hukum di negara pluralistik, khususnya terkait konflik 
norma dan keberagaman masyarakat, serta menyoroti peran strategis dakwah dalam membangun 
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kesadaran hukum yang inklusif. Kontribusinya terletak pada penguatan pemahaman bahwa 
integrasi antara pendekatan hukum dan dakwah dapat menjadi solusi untuk menghadapi 
kompleksitas sosial dan keberagaman hukum. Implikasinya, penelitian ini dapat dijadikan acuan 
bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dakwah dalam merancang strategi pendidikan, 
komunikasi, dan pengelolaan hukum yang lebih harmonis. Namun, penelitian ini memiliki 
keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan belum didukung data lapangan yang luas, 
sehingga aplikasinya di berbagai konteks masyarakat pluralistik belum sepenuhnya teruji. Oleh 
karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris di berbagai komunitas, 
menggabungkan pendekatan interdisipliner, dan mengeksplorasi metode dakwah yang efektif 
dalam mendukung implementasi hukum Islam secara inklusif.  
 
Kutipan dan Acuan 

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan 
memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini 
diacu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka harus 
lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Artinya, sumber 
yang ditulis dalam daftar pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 
acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk 
menunjukkan kaulitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup 
banyak (Aprianto et al., 2024). Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan cara penulisannya 
disesuaikan dengan aturan yang ditentukan dalam jurnal (Kamus et al., 2025). Kaidah penulisan 
kutipan, acuan, dan daftar pustaka mengikuti buku pedoman ini.  

Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung. Gagasan 
yang dikutip tidak dituliskan seperti teks asli, tetapi dibuatkan ringkasan atau simpulannya. 
Sebagai contoh, Suharno menyatakan bahwa kecepatan terdiri dari gerakan ke depan sekuat 
tenaga dan semaksimal mungkin, kemampuan gerakan kontraksi putus-putus otot atau 
segerombolan otot, kemampuan reaksi otot atau segerombolan otot dalam tempo cepat karena 
rangsangan (Putra et al., 2021).  

Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) 
pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan 
penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan darimana gagasan tersebut 
diambil. Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip, tahun sumber informasi 
ditulis, dan/tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama pengarang yang 
digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir 
kalimat kutipan. 

Acuan ditulis dan dipisahkan dari kalimat kutipan dengan kurung buka dan kurung tutup. 
Acuan yang dituliskan di tengah kalimat dipisahkan dengan kata yang mendahului dan kata yang 
mengikutinya dengan jarak (Belajar & Merdeka, 2023). Acuan yang dituliskan diakhir kalimat 
dipisahkan dari kata terakhir kalimat kutipan dengan diberi jarak, namun tidak dipisahkan 
dengan titik. Nama pengarang ditulis tanpa jarak setelah tanda kurung pembuka dan diikuti 
koma. Tahun penerbitan dituliskan setelah koma dan diberi jarak. Sebagai contoh: karya tulis 
ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/ 
informasi kepada orang lain  

Apabila nama pengarang telah disebutkan di dalam teks, tahun penerbitan sumber 
informasi dituliskan segera setelah nama penulisnya. Atau, apabila nama pengarang tetap ingin 
disebutkan, acuan ini dituliskan di akhir teks. Contohnya: menurut Riebel, karya tulis ilmiah 
adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/ 
informasi kepada orang lain (Sabila & Hayun, 2024). 

Nama dua pengarang dalam karya yang sama disambung dengan kata dan. Titik koma (;) 
digunakan untuk dua pengarang atau lebih dari dua pengarang dengan karya yang berbeda. 
Contohnya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk 
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memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Ramadhani et al., 2025). Jika 
melibatkan dua pengarang dalam dua karya yang berbeda, contoh penulisannya: karya tulis 
ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/ 
informasI kepada orang lain (S. Jurnal & Sosial, 2024). Apabila pengarang lebih dari dua orang, 
hanya nama pengarang pertama yang dituliskan. Nama pengarang selebihnya digantikan dengan 
dkk (dan kawan-kawan). Tulisan dkk dipisahkan dari nama pengarang, yang disebutkan dengan 
jarak, diikuti titik, dan diakhiri dengan koma. Contohnya: membaca adalah kegiatan interakasi 
antara pembaca dan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Susanto et al., 1994). 

Simpulan  
Penelitian ini membahas bagaimana Studi Islam dapat direalisasikan melalui pendekatan 

hukum di negara yang pluralistik, dengan fokus pada pelaksanaan syariat, tantangan akibat 
keberagaman norma, serta peran dakwah sebagai sarana untuk mencapai harmonisasi sosial. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan hukum dan dakwah tidak hanya 
memperdalam pemahaman normatif terhadap syariat, tetapi juga meningkatkan penerimaan 
sosial, sehingga penerapan hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan inklusif. Keunikan 
penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan 
perspektif hukum, sosiologi, dan komunikasi dakwah untuk menganalisis kompleksitas pluralitas 
masyarakat, sesuatu yang jarang ditemui pada penelitian sebelumnya. Ke depan, temuan ini 
diarahkan untuk mengembangkan model penerapan hukum Islam yang adaptif, berbasis bukti 
empiris, dan didukung strategi dakwah yang efektif, sehingga dapat menjadi panduan bagi 
akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dakwah dalam menghadapi tantangan negara 
pluralistik. 
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